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Abstract. Incest is a form of sexual violence that not only violates social and religious norms but also causes
serious physical and mental health impacts on victims. In the context of Islamic law, incest is considered a heinous
act that violates sharia and may be subject to hudud or ta'zir punishment. Meanwhile, in public health, incest is
viewed as an issue that poses long-term risks, such as genetic disorders, psychological trauma, and socio-
economic consequences. This study aims to examine prevention strategies for incest through a holistic approach
combining Islamic legal principles and public health perspectives. The method used is qualitative research with
a normative literature review and descriptive-analytical approach. The findings indicate that incest prevention
can be achieved through strengthening religious values within families, sharia-based sexual education, and
improving mental health services and case reporting systems in the community. The implications of this study
highlight the importance of synergy between religious institutions, healthcare professionals, and public policy in
establishing effective and sustainable incest prevention systems.
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Abstrak. Inses merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya bertentangan dengan norma
sosial dan agama, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental korban. Dalam konteks hukum
Islam, inses dipandang sebagai perbuatan keji yang melanggar syariat dan dapat dikenai sanksi hudud atau ta'zir.
Sementara itu, dalam ilmu kesehatan masyarakat, inses dipandang sebagai isu yang menimbulkan risiko jangka
panjang, seperti gangguan genetik, trauma psikologis, serta dampak sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji strategi pencegahan inses melalui pendekatan hukum Islam dan kesehatan masyarakat secara holistik.
Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan literatur normatif dan deskriptif analitis.
Temuan menunjukkan bahwa pencegahan inses dapat dilakukan melalui penguatan nilai-nilai agama dalam
keluarga, edukasi seksual berbasis syariah, serta peningkatan layanan kesehatan mental dan pelaporan kasus di
masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga keagamaan, tenaga
kesehatan, dan kebijakan publik dalam membentuk sistem pencegahan inses yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Inses, Kesehatan Masyarakat, Pencegahan, Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Inses atau hubungan seksual sedarah merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat
bertentangan dengan norma agama, hukum, dan nilai kemanusiaan. Dalam konteks sosial
masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama, praktik inses
menjadi isu yang tidak hanya tabu, tetapi juga sulit terdeteksi secara terbuka. Namun, data dan
laporan dari lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa kasus inses, khususnya yang
terjadi di dalam lingkungan keluarga inti, terus meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini

menjadi ancaman serius karena inses tidak hanya menimbulkan penderitaan psikologis yang
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mendalam bagi korban, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik, terutama dalam aspek
kesehatan reproduksi dan kemungkinan kelainan genetik pada keturunan.

Dalam perspektif hukum Islam, inses dikategorikan sebagai perbuatan keji (fahisyah) yang
dilarang keras oleh Al-Qur’an dan Hadis. Islam secara tegas melarang pernikahan dan
hubungan seksual antar mahram, dan memberikan sanksi hukum berat bagi pelakunya. Di sisi
lain, dari sudut pandang ilmu kesehatan masyarakat, inses merupakan permasalahan yang
menuntut penanganan komprehensif, melibatkan aspek edukasi, pencegahan dini, serta layanan
pemulihan bagi korban. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas inses dari sudut
hukum positif atau psikologi korban, namun masih minim kajian yang menggabungkan
perspektif hukum Islam dan ilmu kesehatan masyarakat sebagai dasar strategis pencegahan
inses secara holistik.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menyatukan
nilai-nilai syariah Islam dengan prinsip-prinsip kesehatan publik, sebagai upaya membangun
strategi pencegahan inses yang tidak hanya represif tetapi juga preventif. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan inses berdasarkan prinsip
hukum Islam dan pendekatan kesehatan masyarakat, serta merekomendasikan langkah-langkah
preventif yang aplikatif bagi lembaga terkait, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Inses atau hubungan seksual sedarah merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat
bertentangan dengan norma agama, hukum, dan nilai kemanusiaan. Di tengah masyarakat
Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, praktik inses tidak hanya
dianggap sebagai perbuatan tercela, tetapi juga sebagai aib keluarga yang seringkali ditutupi.
Ironisnya, hal ini menyebabkan kasus-kasus inses sulit terdeteksi, dan korban kerap tidak
mendapatkan perlindungan serta keadilan yang layak. Dalam beberapa tahun terakhir,
fenomena inses mulai banyak terungkap melalui media sosial dan pemberitaan media daring,
di mana korban atau masyarakat mulai berani melaporkan kasus-kasus tersebut secara terbuka.
Kasus-kasus yang muncul sering kali melibatkan pelaku dari lingkungan keluarga terdekat,
seperti ayah, paman, atau saudara kandung, yang justru seharusnya menjadi pelindung utama
bagi anak.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak korban inses mengalami trauma jangka
panjang, baik secara psikologis maupun fisik, namun enggan atau bahkan tidak mampu
melapor karena tekanan keluarga, rasa malu, dan kurangnya dukungan dari sistem hukum
maupun layanan kesehatan. Di sisi lain, media sosial kini menjadi sarana baru bagi korban dan
aktivis untuk menyuarakan keadilan, meskipun belum sepenuhnya efektif dalam mendorong

tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang optimal. Banyaknya kasus viral tentang inses
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di media sosial akhir-akhir ini menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah kasus individual
yang terisolasi, melainkan bagian dari krisis sosial dan moral yang memerlukan penanganan
sistematis.

Dalam perspektif hukum Islam, inses dipandang sebagai perbuatan keji (fahisyah) yang
secara tegas dilarang dalam Al-Qur’an dan Hadis, dengan ancaman sanksi berat bagi
pelakunya. Sementara itu, dari sudut pandang ilmu kesehatan masyarakat, inses merupakan isu
yang menimbulkan dampak kesehatan serius, baik secara fisik seperti risiko kehamilan berisiko
dan gangguan genetik, maupun secara mental seperti trauma, depresi, dan gangguan stres
pascatrauma (PTSD). Kajian sebelumnya cenderung melihat inses dari sudut hukum positif
atau psikologi korban, tetapi masih minim pendekatan interdisipliner yang menggabungkan
nilai-nilai hukum Islam dan pendekatan kesehatan masyarakat dalam strategi pencegahan.

Dalam perspektif hukum Islam, inses merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sangat
dilarang karena termasuk ke dalam kategori perzinaan yang berat, bahkan dapat
dikualifikasikan sebagai zina muhsan jika pelakunya telah menikah. Larangan ini berlandaskan
pada Al-Qur’an, seperti dalam QS. An-Nisa: 23 yang secara tegas menyebutkan perempuan-
perempuan mahram yang haram dinikahi. Kajian terhadap strategi pencegahan inses dapat
dianalisis melalui pendekatan magqashid al-syari’ah, yaitu prinsip-prinsip utama dalam hukum
Islam yang bertujuan untuk menjaga lima aspek dasar kehidupan manusia, salah satunya adalah
hifz al-nasl (menjaga keturunan). Inses merusak garis keturunan dan melanggar kehormatan
keluarga (hifz al-‘ird), sehingga upaya pencegahannya merupakan bentuk perlindungan
terhadap nilai-nilai dasar dalam syariat. Selain itu, pendekatan saddu al-dzari’ah atau menutup
pintu-pintu menuju kemaksiatan, juga menjadi landasan penting, di mana Islam telah mengatur
batasan pergaulan, larangan khalwat, dan perintah menjaga pandangan sebagai bentuk
preventif terhadap perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, teori kriminologi Islam melihat
inses tidak hanya sebagai pelanggaran moral tetapi juga sebagai tindak pidana yang merusak
tatanan sosial dan harus dicegah melalui pendidikan agama, pengawasan keluarga, dan
penegakan hukum. Dengan demikian, strategi pencegahan inses dalam hukum Islam
melibatkan kombinasi antara pendekatan normatif, edukatif, dan struktural demi mewujudkan
masyarakat yang bermartabat dan taat syariah.

Inses merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling tersembunyi namun
memiliki dampak jangka panjang yang serius, terutama terhadap anak-anak dan perempuan
sebagai korban. Meningkatnya kasus inses di Indonesia yang terungkap melalui media sosial
maupun laporan lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa fenomena ini bukan lagi isu

tersembunyi, melainkan masalah nyata yang membutuhkan penanganan serius dan
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menyeluruh. Sayangnya, pendekatan penanganan inses selama ini masih didominasi oleh
tindakan hukum setelah kejadian, belum menyentuh aspek pencegahan yang berkelanjutan.
Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, pendekatan berbasis hukum Islam dapat
menjadi fondasi penting dalam menanamkan nilai moral sejak dini. Di sisi lain, ilmu kesehatan
masyarakat menyediakan pendekatan preventif yang berbasis edukasi, deteksi dini, dan
layanan kesehatan mental. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya strategi pencegahan
inses yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek keagamaan dan kesehatan
masyarakat secara terpadu, agar pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif, kontekstual,
dan berkelanjutan.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan menghadirkan pendekatan
holistik dan kontekstual dalam merumuskan strategi pencegahan inses yang berlandaskan pada
prinsip-prinsip syariah Islam dan kaidah-kaidah kesehatan publik. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis secara mendalam strategi pencegahan inses melalui sinergi nilai
agama dan kesehatan masyarakat, serta merumuskan rekomendasi praktis yang dapat
diterapkan oleh keluarga, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan
dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan perempuan.

Keterbaharuan dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang
mengintegrasikan perspektif hukum Islam dengan ilmu kesehatan masyarakat dalam
merumuskan strategi pencegahan inses. Selama ini, kajian tentang inses umumnya berfokus
pada aspek hukum positif atau dampak psikologis terhadap korban, tanpa mengaitkannya
secara langsung dengan nilai-nilai syariah dan pendekatan promotif-preventif dalam kesehatan
masyarakat. Penelitian ini menawarkan gagasan baru berupa model pencegahan inses yang
tidak hanya menekankan aspek sanksi, tetapi juga penguatan nilai agama, edukasi seksual
berbasis Islam, serta intervensi kesehatan masyarakat secara holistik. Selain itu, penelitian ini
juga merespons fenomena meningkatnya kasus inses yang terungkap melalui media sosial,
yang menunjukkan bahwa isu ini tidak lagi tersembunyi dan membutuhkan solusi nyata dari
berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang
orisinal dalam upaya pencegahan inses secara komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang yang kami kemukakan, maka judul penelitian yang kami
lakukan adalah Strategi Pencegahan Inses dalam Perspektif Hukum Islam dan Ilmu

Kesehatan Masyarakat.
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2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada dua kerangka teori utama, yaitu teori hukum Islam dan teori
kesehatan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, inses dikategorikan sebagai perbuatan
yang dilarang secara tegas berdasarkan dalil Al-Qur’an dan Hadis. Hukum Islam menempatkan
larangan hubungan seksual antar mahram sebagai bagian dari upaya menjaga kesucian keluarga
dan mencegah kerusakan sosial (madharat). Prinsip maqashid al-shariah yang menekankan
perlindungan terhadap nasab, keturunan, dan kehormatan menjadi landasan penting dalam
menegakkan hukum terhadap praktik inses. Kajian terkait hukum Islam menunjukkan bahwa
sanksi terhadap pelaku inses tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai
bentuk pencegahan terhadap kerusakan moral dan sosial (Asy-Syaukani, 2002; Al-Ghazali,
1990).

Dari sisi ilmu kesehatan masyarakat, inses dipandang sebagai masalah kesehatan yang
berdampak luas, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik, hubungan inses dapat
meningkatkan risiko gangguan genetik pada keturunan serta komplikasi kehamilan yang serius.
Secara psikologis, korban inses rentan mengalami trauma, gangguan stres pascatrauma
(PTSD), depresi, dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya. [lmu kesehatan masyarakat
menekankan pentingnya pencegahan melalui edukasi, intervensi dini, dan layanan rehabilitasi
yang terpadu (World Health Organization, 2020; Herman, 1997).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek hukum inses dari sudut hukum
positif dan fiqih, serta dampak psikologis dan medis bagi korban (Suryani, 2018; Lestari,
2021). Namun, kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dengan ilmu kesehatan
masyarakat dalam membangun strategi pencegahan inses masih sangat terbatas. Oleh karena
itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan
interdisipliner yang holistik, menggabungkan nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip kesehatan
masyarakat dalam upaya pencegahan yang efektif dan berkelanjutan.

Hukum Islam atau syariah merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur’an,
Hadis, Ijma’ (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi), yang mengatur berbagai aspek
kehidupan umat Muslim, termasuk norma-norma moral dan hukum pidana. Dalam konteks
inses, hukum Islam memberikan ketentuan yang tegas dan jelas mengenai larangan hubungan
seksual antara anggota keluarga yang memiliki hubungan mahram (nasab dekat), yang disebut
juga sebagai hubungan sedarah.

Larangan inses dalam hukum Islam didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur’an, seperti dalam
Surah An-Nisa ayat 23 yang menjelaskan jenis-jenis wanita yang haram dinikahi karena

hubungan mahram, termasuk ibu, saudara kandung, anak, dan lain-lain. Ayat ini menjadi
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landasan utama bagi penetapan batas-batas hubungan keluarga yang diperbolehkan dan yang
dilarang. Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat ketentuan tersebut dengan
menyebutkan sanksi serta dampak negatif dari pelanggaran hubungan mahram.

Prinsip maqashid al-shariah atau tujuan syariat juga sangat relevan dalam membahas inses.
Magqashid al-shariah menekankan perlindungan lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal,
keturunan (nasab), dan harta. Perlindungan terhadap nasab menjadi alasan utama pelarangan
inses, karena hubungan sedarah yang dilarang ini berpotensi merusak keturunan dan
kehormatan keluarga serta mengancam stabilitas sosial. Dengan demikian, larangan inses
bukan hanya masalah moral, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat dan
mencegah kerusakan (mafsadah).

Hukum pidana Islam menetapkan bahwa pelaku inses dapat dikenai sanksi berupa hukuman
hudud atau ta’zir, tergantung pada bukti dan kondisi kasus. Hukuman ini bertujuan untuk
menimbulkan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merusak tatanan sosial
dan moral. Di samping itu, hukum Islam juga menempatkan perlindungan khusus bagi korban,
termasuk kewajiban menjaga kehormatan dan memberikan hak-hak pemulihan psikologis dan
sosial.

Beberapa ulama klasik dan kontemporer memberikan tafsiran dan penjelasan terkait
penegakan hukum inses yang sejalan dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat.
Mereka menekankan pentingnya edukasi agama dalam keluarga sebagai langkah preventif
utama agar nilai-nilai kesucian nasab dapat dipahami dan dihormati sejak dini. Dengan
demikian, kajian hukum Islam terhadap inses memberikan kerangka normatif yang kuat untuk
melarang, mengawasi, dan menindak praktik inses, sekaligus menjadi dasar bagi pembentukan
strategi pencegahan yang berbasis nilai-nilai agama dan prinsip keadilan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, inses merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sangat
dilarang karena termasuk ke dalam kategori perzinaan yang berat, bahkan dapat
dikualifikasikan sebagai zina muhsan jika pelakunya telah menikah. Larangan ini berlandaskan
pada Al-Qur’an, seperti dalam QS. An-Nisa: 23 yang secara tegas menyebutkan perempuan-
perempuan mahram yang haram dinikahi. Kajian terhadap strategi pencegahan inses dapat
dianalisis melalui pendekatan magashid al-syari’ah, yaitu prinsip-prinsip utama dalam hukum
Islam yang bertujuan untuk menjaga lima aspek dasar kehidupan manusia, salah satunya adalah
hifz al-nasl (menjaga keturunan). Inses merusak garis keturunan dan melanggar kehormatan
keluarga (hifz al-‘ird), sehingga upaya pencegahannya merupakan bentuk perlindungan
terhadap nilai-nilai dasar dalam syariat. Selain itu, pendekatan saddu al-dzari’ah atau menutup

pintu-pintu menuju kemaksiatan, juga menjadi landasan penting, di mana Islam telah mengatur
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batasan pergaulan, larangan khalwat, dan perintah menjaga pandangan sebagai bentuk
preventif terhadap perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, teori kriminologi Islam melihat
inses tidak hanya sebagai pelanggaran moral tetapi juga sebagai tindak pidana yang merusak
tatanan sosial dan harus dicegah melalui pendidikan agama, pengawasan keluarga, dan
penegakan hukum. Dengan demikian, strategi pencegahan inses dalam hukum Islam
melibatkan kombinasi antara pendekatan normatif, edukatif, dan struktural demi mewujudkan
masyarakat yang bermartabat dan taat syariah.

Ilmu kesehatan masyarakat memfokuskan pada upaya pencegahan penyakit dan
peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui pendekatan promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif. Dalam konteks inses, ilmu kesehatan masyarakat melihat fenomena
ini sebagai masalah kesehatan yang kompleks dengan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang
luas. Secara fisik, hubungan inses meningkatkan risiko gangguan genetik pada keturunan
akibat rekombinasi gen yang tidak sehat, yang dapat menyebabkan kelainan bawaan dan
penyakit genetik. Selain itu, inses juga berisiko menyebabkan komplikasi kehamilan seperti
keguguran, kelahiran prematur, dan cacat lahir, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan
ibu dan bayi. Hal ini menjadi perhatian utama dalam kesehatan reproduksi masyarakat (WHO,
2016).

Dari segi psikologis, korban inses sering mengalami trauma berat yang berdampak pada
kesehatan mental jangka panjang. Gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan,
gangguan tidur, hingga gangguan kepercayaan diri merupakan kondisi yang banyak ditemukan
pada korban inses. Dampak psikososial ini juga dapat mengganggu hubungan sosial korban
dengan keluarga dan masyarakat luas, menimbulkan stigma dan isolasi sosial (Herman, 1997;
Briere & Elliott, 1994). Ilmu kesehatan masyarakat menekankan pentingnya pendekatan
pencegahan yang meliputi edukasi seksual yang tepat usia, pelatihan keterampilan hidup sehat,
serta penyediaan layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial. Pencegahan inses juga
memerlukan penguatan sistem pelaporan dan perlindungan korban agar mereka dapat
memperoleh akses ke layanan rehabilitasi yang memadai. Intervensi berbasis komunitas dan
keluarga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi
pertumbuhan anak dan perempuan (WHO, 2020). Selain itu, pendekatan kesehatan masyarakat
menekankan pada kolaborasi lintas sektor, termasuk pendidikan, hukum, dan sosial, untuk
mengatasi faktor risiko yang mendasari praktik inses. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan
keluarga, kurangnya pendidikan, kemiskinan, dan lemahnya pengawasan sosial sering menjadi

pemicu terjadinya inses dan perlu ditangani secara komprehensif.
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Dalam perspektif Ilmu Kesehatan Masyarakat, inses dikategorikan sebagai bentuk
kekerasan seksual dalam ranah domestik yang berdampak serius terhadap kesehatan individu
dan masyarakat. Dampak inses tidak hanya mencakup trauma psikologis seperti depresi,
kecemasan, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD), tetapi juga risiko fisik seperti
kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan kelainan genetik pada anak
hasil hubungan sedarah. Kesehatan masyarakat memandang inses sebagai ancaman terhadap
kesejahteraan keluarga dan stabilitas sosial, sehingga strategi pencegahannya harus dilakukan
secara sistematis melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan
promotif dilakukan dengan edukasi kesehatan reproduksi dan seksual sejak usia dini,
penguatan nilai moral, serta pemberdayaan keluarga. Sementara itu, strategi preventif
melibatkan peningkatan pengawasan orang tua, pelatihan keterampilan pengasuhan, dan
pembentukan lingkungan sosial yang aman bagi anak. Pelibatan lintas sektor, termasuk sektor
pendidikan, sosial, dan hukum, menjadi penting dalam mendeteksi dan menangani kasus inses
secara komprehensif. Oleh karena itu, upaya pencegahan inses dalam ilmu kesehatan
masyarakat menitikberatkan pada intervensi berbasis komunitas, penguatan kebijakan
perlindungan anak, dan peningkatan akses layanan kesehatan serta konseling psikologis bagi
korban dan keluarga. Dengan demikian, kajian ilmu kesehatan masyarakat memberikan
landasan teori yang kuat untuk merancang strategi pencegahan inses yang menyeluruh dan
berkelanjutan, yang tidak hanya melindungi kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga

memperkuat sistem sosial dan keluarga sebagai pilar utama pencegahan.

3. METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk

menggambarkan secara mendalam strategi pencegahan inses dalam perspektif hukum Islam
dan ilmu kesehatan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji
fenomena secara komprehensif melalui wawancara, studi literatur, dan analisis dokumen.
Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, dengan waktu pelaksanaan dari bulan
Januari hingga Maret 2025.
Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para ahli atau praktisi yang memahami dan terlibat
dalam isu pencegahan inses, baik dari aspek hukum Islam maupun kesehatan masyarakat.

Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan
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kriteria keahlian dan relevansi terhadap topik penelitian. Adapun informan kunci dalam
penelitian ini adalah:
1. Dr. Imam Rohani, M.Ag., sebagai narasumber dari perspektif hukum Islam, yang
memiliki kompetensi dalam bidang fikih dan hukum keluarga Islam.
2. dr. Danang Tri Nurcahyo, sebagai narasumber dari perspektif kesehatan masyarakat,
dengan fokus pada kesehatan reproduksi dan perlindungan anak.
3. dr. Fatin Anisah, juga dari perspektif kesehatan, dengan fokus pada dampak psikologis
dan fisik kekerasan seksual terhadap anak.
Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan kunci untuk memperoleh
data primer mengenai pandangan dan strategi pencegahan inses.
2. Studi pustaka, yaitu penelaahan terhadap referensi-referensi seperti kitab fikih, jurnal
ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah terkait.
3. Dokumentasi, yang mencakup data-data tertulis mengenai kebijakan pencegahan
kekerasan seksual dan kesehatan masyarakat.
Instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun
berdasarkan rumusan masalah penelitian.
Teknik Analisis Data
Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama:
1. Reduksi data — menyaring dan menyusun data penting dari hasil wawancara dan studi
dokumen.
2. Penyajian data — menampilkan data dalam bentuk narasi, kutipan, dan tabel.
3. Penarikan kesimpulan — merumuskan temuan-temuan strategis berdasarkan data yang
telah dikumpulkan dan dianalisis.
Model Penelitian
Model penelitian ini bersifat eksploratif-komparatif, yang bertujuan untuk menggali
strategi pencegahan inses dari dua pendekatan utama hukum Islam dan ilmu kesehatan
masyarakat kemudian membandingkan keduanya untuk menemukan titik temu atau potensi

integrasi strategi yang lebih efektif dan aplikatif di masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan selama bulan Januari hingga Maret 2025 yaitu:
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1. Dr. Imam Rohani, M.Ag., sebagai pakar hukum Islam.
2. dr. Danang Tri Nurcahyo dan dr. Fatin Anisah, sebagai tenaga ahli di bidang kesehatan
masyarakat.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman semi-terstruktur,
dilengkapi dengan studi pustaka terhadap kitab fikih, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan
terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Hasil Analisis Data
1. Strategi Pencegahan Inses dalam Perspektif Hukum Islam

Hasil wawancara dengan Dr. Imam Rohani, M.Ag., mengungkapkan bahwa dalam
pandangan Islam, inses merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan tergolong dosa besar,
karena melanggar batas-batas mahram yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Beliau
menegaskan bahwa dasar hukum keharaman inses terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 23, yang
secara jelas merinci perempuan-perempuan mahram yang haram untuk dinikahi, termasuk ibu,
anak perempuan, saudara kandung, bibi, dan keponakan. Larangan ini menunjukkan bahwa
Islam sangat menjaga kemurnian nasab dan kehormatan keluarga. Untuk mencegah terjadinya
praktik inses, beliau menjelaskan bahwa terdapat tiga strategi utama yang perlu dijalankan
dalam kerangka hukum Islam, yaitu:

a) Penguatan Nilai Moral dan Akidah Sejak Dini

Menurut Dr. Imam Rohani, pencegahan inses harus dimulai dari pembinaan akhlak
dan akidah di lingkungan keluarga. Pendidikan agama yang diberikan sejak usia dini, baik
oleh orang tua maupun lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren,
berperan penting dalam membentuk karakter anak dan menanamkan nilai-nilai tentang
batasan aurat, larangan zina, serta pentingnya menjaga kehormatan keluarga. Anak yang
tumbuh dalam lingkungan dengan pendidikan Islam yang kuat akan lebih sadar akan
norma dan etika Islam, serta memahami siapa saja yang termasuk mahram yang tidak
boleh dinikahi atau didekati secara seksual.

Menurut Dr. Imam Rohani, M.Ag., strategi utama dalam mencegah terjadinya
inses adalah dengan memperkuat fondasi moral dan akidah anak sejak usia dini, yang
dimulai dari keluarga sebagai institusi pendidikan pertama dan utama. Dalam Islam,
keluarga memiliki peran sentral dalam mewariskan nilai-nilai tauhid, membentuk
kepribadian islami (syakhsiyah islamiyah), serta menanamkan pemahaman tentang

batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang oleh syariat.
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Beliau menekankan bahwa orang tua tidak hanya bertanggung jawab memberikan
kebutuhan fisik dan materi, tetapi juga memiliki amanah untuk mendidik anak secara
spiritual dan moral. Proses ini dimulai sejak anak mampu membedakan baik dan buruk,
melalui pembiasaan perilaku Islami seperti menjaga pandangan, adab berpakaian, etika
pergaulan, serta pemahaman tentang konsep mahram dan non-mahram. Misalnya, anak
harus diajarkan sejak kecil bahwa tidak semua orang boleh melihat atau menyentuh
tubuhnya, termasuk orang-orang dekat, kecuali dalam batasan yang ditentukan agama.

Dr. Imam Rohani juga menyampaikan bahwa lembaga pendidikan formal seperti
madrasah, TPA, dan pesantren memiliki peran strategis sebagai penguat nilai-nilai moral
yang telah ditanamkan di rumah. Materi-materi fiqih, akidah, dan akhlak di lembaga-
lembaga ini bukan sekadar teori, tetapi harus dikaitkan dengan realitas sosial, termasuk
isu-isu seperti pelecehan seksual dalam keluarga. Ia menyarankan agar kurikulum
pendidikan agama tidak hanya berbicara soal ibadah ritual, tetapi juga pembinaan karakter
dan penguatan kontrol diri terhadap syahwat, termasuk dalam konteks relasi sosial di
dalam rumabh.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa penguatan nilai moral tidak bisa dilakukan
secara instan, melainkan harus dibangun melalui proses yang konsisten dan berkelanjutan,
yang melibatkan keteladanan dari orang tua, guru, dan tokoh agama. Jika sejak dini anak
telah memahami bahwa perbuatan seperti melihat aurat keluarga, menyentuh tanpa alasan
syar’1, apalagi melakukan tindakan seksual dengan mahram, adalah dosa besar dan perusak
kehormatan, maka ia akan memiliki mekanisme internal yang kuat untuk menolak dan
menjauhi perbuatan tersebut, sekalipun ada godaan atau kesempatan.

Dalam Islam, pendidikan seperti ini merupakan bagian dari amar ma’ruf nahi
munkar yang dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Dengan memperkuat pendidikan
moral dan akidah sejak dini, inses tidak hanya dicegah dari sisi hukum, tetapi dari akar
penyebabnya, yaitu ketidakpahaman terhadap nilai agama, lemahnya iman, dan hilangnya
rasa malu (haya') yang merupakan bagian dari iman itu sendiri.

Penerapan Prinsip Saddu al-Dzari’ah (Menutup Jalan Menuju Kemungkaran)
Dalam wawancaranya, Dr. Imam Rohani, M.Ag. menjelaskan bahwa salah satu prinsip
penting dalam pencegahan inses menurut hukum Islam adalah penerapan konsep saddu al-
dzari’ah, yaitu menutup segala kemungkinan, celah, atau jalan yang bisa mengarah pada
perbuatan haram. Dalam konteks inses, prinsip ini berfungsi sebagai langkah preventif
(pencegahan dini) agar perilaku menyimpang tersebut tidak terjadi, bahkan tidak memiliki

kesempatan untuk berkembang.



82

Strategi Pencegahan Inses dalam Perspektif Hukum Islam dan llmu Kesehatan Masyarakat

Prinsip saddu al-dzari’ah didasarkan pada pendekatan kehati-hatian Islam
terhadap hal-hal yang mendekati atau bisa menjadi pengantar kepada maksiat. Inses
sebagai perbuatan haram yang besar (dosa besar) sering kali bukan terjadi secara tiba-tiba,
melainkan dimulai dari interaksi yang tidak terkendali, minim pengawasan, dan tidak
sesuai syariat. Oleh karena itu, pencegahan terhadap sebab-sebab atau sarana yang
mengarah kepadanya sangat ditekankan. Menurut Dr. Imam Rohani, ada beberapa bentuk
penerapan konkret dari prinsip ini, di antaranya:

1) Larangan Khalwat antara Laki-Laki dan Perempuan yang Bukan Mahram
Meskipun terjadi dalam lingkungan keluarga, ada kondisi tertentu di mana
interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (misalnya antara
paman dengan keponakan, sepupu berbeda jenis kelamin, saudara tiri, ayah tiri
dengan anak tiri, dan sebagainya) bisa menjadi pintu masuk terjadinya
penyimpangan. Islam melarang khalwat, yaitu berdua-duaan dalam ruang tertutup
tanpa kehadiran pihak ketiga, karena dalam kondisi tersebut, syahwat bisa muncul
dan godaan setan menjadi lebih kuat. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan:
“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali
bersama mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga di antara mereka adalah
setan.” (HR. Bukhari dan Muslim)
2) Menjaga Aurat dan Batas-Batas Pandangan
Dr. Imam Rohani juga menegaskan pentingnya penjagaan aurat dalam
lingkungan keluarga, terutama ketika anggota keluarga berbeda jenis kelamin sudah
memasuki masa baligh. Sayangnya, dalam banyak keluarga, norma ini sering
diabaikan, sehingga menjadi celah yang membahayakan. Anak-anak sering tidak
diajarkan batas aurat yang harus dijaga di hadapan anggota keluarga lain. Padahal,
menurut fikih, ada aurat khusus yang harus dijaga bahkan di hadapan mahram.
Demikian pula, menundukkan pandangan (ghadd al-bashar) merupakan
perintah Allah yang berlaku tidak hanya di luar rumah, tetapi juga dalam rumah
tangga. Jika sejak awal pandangan dan sikap saling jaga diajarkan, maka akan
tercipta rasa saling menghormati dan menjaga kehormatan antaranggota keluarga.
3) Membatasi Pergaulan Bebas dalam Keluarga Besar
Menurut beliau, salah satu realitas yang menjadi perhatian saat ini adalah
kondisi keluarga yang terlalu longgar dan permisif terhadap interaksi antaranggota
keluarga besar. Dalam banyak kasus pelecehan atau inses, pelaku berasal dari orang

dekat, bahkan serumabh, seperti paman, kakak, atau ayah tiri. Ini menunjukkan bahwa
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sikap terlalu terbuka, tidur dalam satu ruangan tanpa pembatas, mandi bersama, atau
bergurau secara berlebihan bisa menjadi jalan bagi munculnya godaan dan
penyimpangan. Oleh karena itu, prinsip saddu al-dzari’ah tidak hanya berbicara
tentang hukum, tetapi tentang pengaturan sosial dan budaya keluarga, yang
seharusnya disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Keluarga perlu diajarkan untuk
membatasi kedekatan fisik dan emosional yang tidak syar’i antaranggota yang bukan
mahram, agar tidak menimbulkan fitnah.

Pengawasan dan Pembinaan oleh Orang Tua

Selain itu, Dr. Imam Rohani menekankan bahwa orang tua harus berperan
aktif dalam mengawasi dan membimbing interaksi antaranggota keluarga, tidak
bersikap acuh atau terlalu percaya tanpa kontrol. Orang tua juga harus peka terhadap
perubahan sikap anak dan menciptakan komunikasi yang terbuka namun tetap dalam
batas Islami. Pengawasan ini adalah bagian dari tanggung jawab moral yang besar
dalam Islam, sebagaimana firman Allah: “Wahai orang-orang yang beriman!
Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrim: 6). Secara
keseluruhan, prinsip saddu al-dzari’ah menuntut kewaspadaan dini terhadap segala
potensi yang mengarah pada inses. Dengan menutup semua jalan menuju
kemungkaran melalui batasan sosial, kultural, dan fisik dalam keluarga, Islam secara
sistematis membangun perlindungan bagi kehormatan dan keturunan umat manusia
(hifz al-‘ird wa al-nasl). Dr. Imam Rohani menyatakan bahwa prinsip ini sangat
relevan diterapkan dalam konteks modern, karena penyimpangan seksual kini lebih
banyak terjadi dalam ruang domestik, bukan di ruang publik. Maka, keluarga yang
Islami bukan hanya yang taat ibadah, tetapi juga yang sadar akan potensi fitnah dan
menutup segala jalannya secara sadar dan disiplin.

Strategi berikutnya adalah penerapan prinsip saddu al-dzari’ah, yaitu
menutup segala celah atau jalan yang dapat mengarah pada perbuatan haram,
termasuk inses. Dalam konteks ini, Dr. Imam Rohani menekankan pentingnya
membatasi pergaulan bebas antara lawan jenis dalam keluarga besar, melarang
khalwat (berdua-duaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam
ruang tertutup, serta menjaga batas-batas aurat sesuai ketentuan syariat. la juga
menyampaikan bahwa saat ini banyak keluarga yang terlalu permisif terhadap
interaksi antaranggota keluarga sehingga membuka peluang terjadinya
penyimpangan seksual, bahkan dalam lingkup keluarga sendiri. Oleh karena itu,

prinsip preventif Islam sangat relevan untuk diterapkan secara konsisten.
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2. Penegakan Hukum Pidana Islam (Hudud dan Ta’zir)

Dr. Imam Rohani juga menjelaskan bahwa Islam telah menetapkan sanksi hukum yang
tegas terhadap perbuatan zina, termasuk inses. Dalam konteks negara yang menerapkan syariat
Islam secara formal, inses termasuk dalam kategori zina muhsan (jika pelaku sudah menikah)
yang dikenai hukuman hudud berupa rajam sampai mati. Namun, dalam negara seperti
Indonesia yang tidak menerapkan hukum hudud secara menyeluruh, pendekatan yang bisa
dilakukan adalah melalui ta’zir, yaitu pemberian sanksi berdasarkan keputusan hakim, sesuai
dengan kemaslahatan dan kebijakan hukum nasional. Ia menekankan pentingnya adaptasi nilai-
nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum positif, seperti UU Perlindungan Anak dan KUHP,
agar semangat perlindungan terhadap kehormatan dan nasab tetap terjaga dalam sistem
peradilan.

Dalam perspektif hukum Islam, inses digolongkan sebagai perbuatan zina yang sangat
berat dan tercela, karena dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan darah atau mahram
yang haram untuk dinikahi. Dr. Imam Rohani, M.Ag., menjelaskan bahwa Islam tidak hanya
mencegah inses melalui pendidikan dan pencegahan sosial, tetapi juga memberikan sanksi
hukum yang tegas terhadap pelaku, sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan (hifz al-
‘ird) dan keturunan (hifz al-nasl).

a) Hudud: Hukuman Zina dalam Sistem Pidana Islam
Dalam negara yang menerapkan syariat Islam secara formal, seperti Arab Saudi
atau Afghanistan, inses termasuk dalam kategori zina, dan jika pelakunya adalah orang
yang sudah menikah (zina muhsan), maka sanksi yang dikenakan adalah hukuman hudud
berupa rajam sampai mati, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur fikih klasik.
Hudud adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, serta
bersifat qath’1 (pasti) dan tidak bisa dirubah oleh manusia.

Namun, jika pelaku belum menikah (ghair muhsan), maka hukumannya adalah 100
cambukan dan diasingkan selama satu tahun, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nur
ayat 2: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali.” Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an
mengenai inses, nhamun inses sebagai bentuk zina terhadap mahram dianggap lebih berat,
karena menggabungkan dua pelanggaran besar sekaligus:

1) Pelanggaran terhadap larangan perzinaan

2) Pelanggaran terhadap batasan mahram yang telah ditetapkan dalam QS. An-Nisa: 23
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Ta’zir: Alternatif dalam Sistem Hukum Non-Syariah
Dalam konteks negara seperti Indonesia, yang tidak secara resmi memberlakukan
hukum hudud, pendekatan sanksi terhadap inses bisa diambil melalui mekanisme ta’zir,
yaitu jenis hukuman yang diberikan atas tindak pidana yang tidak ditentukan secara
spesifik dalam Al-Qur’an atau Sunnah, tetapi menjadi wewenang hakim atau penguasa
untuk menetapkan sanksi yang dianggap paling sesuai dengan tujuan kemaslahatan,
pencegahan, dan keadilan. Dr. Imam Rohani menjelaskan bahwa prinsip ta’zir sangat
fleksibel dan dapat disesuaikan dengan sistem hukum positif nasional, selama tetap
mempertahankan nilai-nilai dasar Islam dalam menjaga kehormatan dan keturunan.
Dengan demikian, pelaku inses dapat dikenakan hukuman penjara, denda, rehabilitasi, atau
bentuk sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam:
1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
2) KUHP Pasal 287-294 yang mengatur tentang kejahatan seksual,
3) Dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan kekerasan seksual dalam keluarga.
Urgensi Integrasi Nilai Hukum Islam dalam Hukum Nasional
Menurut Dr. Imam Rohani, meskipun sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya
berbasis syariat, namun nilai-nilai Islam tentang perlindungan nasab dan kehormatan dapat
diintegrasikan dalam proses legislasi dan penegakan hukum. Misalnya, dalam
memperketat hukuman terhadap pelaku inses, memperkuat sistem pelaporan yang ramah
anak, dan memastikan korban mendapat perlindungan serta pemulihan. Ia menekankan
bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan dan perlindungan korban,
bukan semata-mata penghukuman. Pendekatan Islam dalam hal ini sejalan dengan prinsip
maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dari itu,
negara wajib hadir sebagai pelindung masyarakat dari kejahatan moral seperti inses,
sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.
Keteladanan Hukum Islam sebagai Moral Publik
Dr. Imam Rohani menegaskan pentingnya hukum Islam dijadikan sebagai sumber
moral dan etika dalam masyarakat, walaupun tidak diberlakukan secara formil. Nilai-nilai
hukum Islam dapat menjadi pertimbangan etis dan normatif dalam merumuskan kebijakan
hukum, baik dalam pendidikan, pencegahan, maupun penindakan terhadap inses. la
mengusulkan agar peran ulama dan akademisi hukum Islam diperkuat dalam proses

advokasi hukum, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual berbasis keluarga.
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Tabel 1 berikut merangkum poin-poin utama strategi pencegahan inses menurut hukum Islam.

No Strategi Islam Bentuk Implementasi

1 Pendidikan akhlak dan agama Kurikulum sekolah, kajian keislaman
2 Pencegahan pergaulan bebas  Larangan khalwat, hijab, pembatasan

3 Penegakan hukum Pidana zina, ta’zir, fatwa MUI

Sumber: Hasil Wawancara dan Literatur Islam

3. Strategi Pencegahan Inses dalam Perspektif Ilmu Kesehatan Masyarakat
Berdasarkan wawancara dengan dr. Danang Tri Nurcahyo dan dr. Fatin Anisah,

pencegahan inses dilihat sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif dalam kesehatan
masyarakat yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial masyarakat,
terutama kelompok rentan seperti anak dan remaja. Strategi tersebut meliputi beberapa aspek
penting:
a) Edukasi Seksual dan Kesehatan Reproduksi kepada Remaja dan Orang Tua

Kedua narasumber menekankan pentingnya memberikan edukasi yang komprehensif

tentang seksual dan kesehatan reproduksi sejak dini, baik kepada remaja maupun orang

tua. Edukasi ini berperan untuk:

1) Meningkatkan pemahaman remaja tentang tubuh mereka sendiri, batasan-batasan
yang sehat dalam interaksi sosial dan seksual, serta bahaya praktik-praktik yang
tidak sesuai norma dan hukum, termasuk inses.

2) Memberikan pengetahuan kepada orang tua agar mereka mampu mengenali
perubahan perilaku anak yang bisa menjadi tanda adanya kekerasan atau
penyalahgunaan seksual.

3) Membekali keluarga dengan informasi tentang bagaimana menjaga komunikasi
terbuka dan sehat mengenai isu-isu seksual agar anak merasa aman untuk berbicara
dan melaporkan jika mengalami gangguan.

Edukasi ini dilakukan melalui sekolah, komunitas, dan fasilitas kesehatan dengan
metode yang sesuai usia, budaya, dan sensitivitas lokal agar mudah diterima dan efektif.
b) Peningkatan Keterampilan Pengasuhan (Parenting) untuk Mendeteksi Tanda
Kekerasan Seksual
Menurut dr. Danang dan dr. Fatin, peran orang tua sangat krusial dalam pencegahan
inses, oleh karena itu perlu ada peningkatan keterampilan pengasuhan yang mencakup

kemampuan untuk:
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1) Mengenali tanda-tanda fisik dan psikologis kekerasan seksual pada anak, seperti
perubahan perilaku, trauma, ketakutan yang tidak wajar, dan gangguan kesehatan
reproduksi.

2) Melakukan pengawasan yang memadai namun tidak mengekang, sehingga anak
merasa dilindungi namun tetap diberi ruang untuk tumbuh secara sehat.

3) Membangun hubungan emosional yang kuat agar anak merasa nyaman untuk
berbagi masalah dan tidak takut melapor jika terjadi pelecehan atau inses.

Pelatihan parenting ini bisa difasilitasi oleh tenaga kesehatan, psikolog, atau pekerja
sosial dalam berbagai program komunitas dan layanan kesehatan.
¢) Layanan Konseling dan Pelaporan Dini Melalui Fasilitas Kesehatan dan Unit
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Untuk memastikan pencegahan dan penanganan inses efektif, diperlukan sistem layanan
kesehatan yang responsif dan ramah anak, yang meliputi:

1) Layanan konseling psikologis dan medis bagi korban yang dapat membantu
memulihkan kondisi fisik dan mental serta memberikan pendampingan hukum dan
sosial.

2) Fasilitas pelaporan dini melalui unit-unit khusus seperti Unit PPA di kepolisian,
rumah sakit, dan puskesmas, sehingga korban atau keluarga dapat melapor dengan
aman tanpa rasa takut atau stigma.

3) Integrasi antar lembaga kesehatan, hukum, dan sosial untuk memberikan
penanganan holistik, mulai dari deteksi, perlindungan, rehabilitasi, hingga
reintegrasi korban ke lingkungan sosial.

Ketersediaan layanan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi berkelanjutan dan
sebagai media untuk memonitor kejadian kekerasan seksual termasuk inses dalam
masyarakat.

Tabel 2 Strategi Pencegahan Inses dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat.

No Strategi Kesehatan Masyarakat Implementasi

1 Edukasi reproduksi dan seks sehat Sekolah, puskesmas, media sosial
2 Peningkatan peran keluarga Kelas parenting, penyuluhan kader

3 Akses layanan kesehatan mental ~ Klinik, rumah sakit, psikolog

Sumber: Hasil Wawancara dan Dokumen Kesehatan Masyarakat

Keterkaitan Hasil dengan Teori
Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep maqashid syariah dalam hukum Islam,

khususnya aspek hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al- ird (menjaga kehormatan).



Strategi Pencegahan Inses dalam Perspektif Hukum Islam dan llmu Kesehatan Masyarakat

Sementara itu, dalam ilmu kesehatan masyarakat, strategi ini relevan dengan pendekatan
promotif dan preventif untuk menghindari risiko penyakit fisik dan mental akibat kekerasan
seksual, sebagaimana dijelaskan dalam teori pendekatan ekologi dalam kesehatan masyarakat.
Temuan penelitian sangat selaras dengan konsep magashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama
yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan umat. Dua aspek maqashid
yang paling relevan dalam konteks pencegahan inses adalah:

1. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan). Islam sangat menekankan pentingnya menjaga
kemurnian garis keturunan dan hubungan keluarga agar terhindar dari kerusakan
genetik, stigma sosial, dan masalah psikologis yang dapat timbul akibat praktik inses.
Pencegahan inses menjadi bagian dari perlindungan nasab agar tetap suci dan terjaga
dari kerusakan.

2. Hifz al-‘Ird (Menjaga Kehormatan). Larangan tegas Islam terhadap hubungan inses
juga didasarkan pada prinsip menjaga kehormatan dan martabat individu serta keluarga.
Inses dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma kesopanan dan moralitas
yang dapat merusak kehormatan pribadi dan keluarga secara keseluruhan.

Konsep magashid syariah ini mendasari strategi hukum Islam dalam menguatkan nilai
moral, menerapkan prinsip saddu al-dzari’ah, serta penegakan hukum pidana sebagai upaya
melindungi kedua aspek tersebut secara holistik.

Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan Masyarakat:

Strategi pencegahan inses yang ditemukan dalam penelitian ini sangat sesuai dengan
pendekatan promotif dan preventif dalam kesehatan masyarakat, yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat serta mencegah terjadinya gangguan
kesehatan.

Hal ini terkait erat dengan teori pendekatan ekologi dalam kesehatan masyarakat, yang
melihat kesehatan sebagai hasil interaksi kompleks antara individu dengan lingkungan sosial,
budaya, dan fisiknya. Pendekatan ekologi menekankan:

1. Penguatan faktor-faktor pelindung seperti edukasi seksual dan parenting yang baik
untuk mencegah risiko kekerasan seksual di lingkungan keluarga dan masyarakat.

2. Pengurangan faktor risiko melalui pengawasan sosial, layanan konseling, dan fasilitas
pelaporan yang dapat mendeteksi dan mengatasi inses sejak dini sebelum berdampak
lebih serius.

3. Intervensi multisektor yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari keluarga, lembaga
pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga aparat hukum, untuk menciptakan lingkungan

yang kondusif bagi tumbuh kembang sehat anak dan remaja.
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Dengan demikian, hasil penelitian ini mengkonfirmasi relevansi dan efektivitas
pendekatan ekologi dalam mengatasi masalah inses, sekaligus memperkuat peran intervensi
promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan jiwa dan fisik masyarakat.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil ini mendukung penelitian oleh Syarifudin (2022) yang menemukan bahwa
pendidikan agama yang kuat berperan signifikan dalam mencegah perilaku seksual
menyimpang dalam keluarga. Dalam bidang kesehatan, temuan ini juga konsisten dengan studi
oleh Putri et al. (2021) yang menunjukkan bahwa inses sering tidak dilaporkan karena
kurangnya pemahaman orang tua dan terbatasnya akses pelaporan. Keterkaitan Hasil dengan
Teori dan Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan
kesesuaian yang kuat dengan konsep teori dari dua bidang utama, yaitu hukum Islam dan ilmu
kesehatan masyarakat, serta mendukung temuan dari penelitian terdahulu.
Keterkaitan dengan Teori Hukum Islam
Temuan penelitian sangat selaras dengan konsep maqashid syariah, khususnya pada aspek:

1. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan) : Islam sangat menekankan perlindungan keturunan
agar terhindar dari kerusakan genetik dan stigma sosial yang mungkin timbul akibat
inses. Pencegahan inses adalah upaya menjaga kemurnian garis keturunan dan
ketahanan keluarga.

2. Hifz al-‘Ird (Menjaga Kehormatan) : Larangan inses dalam Islam bertujuan menjaga
kehormatan individu dan keluarga dari perilaku yang merusak moralitas dan norma
sosial.

Nilai-nilai ini mendasari strategi pencegahan yang meliputi penguatan moral,
penerapan prinsip saddu al-dzari’ah, dan penegakan hukum pidana Islam.
Keterkaitan dengan Teori Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dari sudut pandang kesehatan
masyarakat, strategi yang ditemukan sangat relevan dengan pendekatan promotif dan preventif
serta teori pendekatan ekologi, yang menekankan pentingnya:

1. Edukasi seksual dan pengasuhan sebagai faktor pelindung untuk mencegah kekerasan
seksual.

2. Sistem layanan kesehatan dan pelaporan yang efektif untuk mendeteksi dan
menanggulangi inses sejak dini.

3. Pendekatan multisektoral yang melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, fasilitas

kesehatan, dan aparat hukum dalam menciptakan lingkungan sehat.
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Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini juga mendukung dan memperkuat temuan dari beberapa studi

sebelumnya, antara lain:
1. Syarifudin (2022) menunjukkan bahwa pendidikan agama yang kuat berperan
signifikan dalam mencegah perilaku seksual menyimpang dalam keluarga. Hal ini
sejalan dengan temuan bahwa penguatan nilai moral dan akidah sejak dini menjadi
strategi utama dalam perspektif hukum Islam.
2. Dalam bidang kesehatan masyarakat, temuan ini konsisten dengan studi oleh Putri et
al. (2021) yang menemukan bahwa inses sering kali tidak dilaporkan karena kurangnya
pemahaman orang tua tentang kekerasan seksual dan terbatasnya akses ke fasilitas
pelaporan yang memadai. Oleh karena itu, edukasi seksual dan layanan pelaporan dini
sangat penting dalam pencegahan dan penanganan inses.
Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur tentang pencegahan kekerasan seksual berbasis
keluarga, khususnya inses, dengan menggabungkan perspektif hukum Islam dan kesehatan
masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner sangat penting dalam isu-isu
sosial kompleks.
Implikasi Terapan

Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan oleh lembaga pendidikan, pesantren,
puskesmas, serta lembaga perlindungan anak untuk merancang program edukatif dan preventif.
Perlu sinergi antara tokoh agama dan tenaga kesehatan dalam menyusun materi penyuluhan

dan mekanisme pelaporan inses yang efektif dan rahasia.
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